BAB YV
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya kesimpulan
yang disajikan di bawah ini ditarik dari pembahasan hasil penelitian yang merujuk
pada tujuan penelitian yang diharapkan.

1. Gambaran kepegawaian, khususnya tenaga administratif di lingkungan Dinas
Pendidikan ‘Kabupaten Bandung, setelah diberlakukannya kebijakan
desentralisasi pendidikan terjadi over supply. Kebijakan pendayagunaan,
pemanfaatan dan pengembangan pegawai secara kuantitatif baru pada taraf
penempatan sementara sesuai jumlah pegawai yang tersedia. Upaya ini pun
belum optimal karena Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru

~ kurang dapat menampung jumlah PNS yang tersedia. Pada aspek kualitatif
setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah, pegawai yang melanjut-
kan pendidikan tambahan, lebih banyak berstatus "Ijin Belajar" dan berstatus
"Tugas Belajar".

2. Proses penempatan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga administratif di
lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam rangka
pelaksanaan otor'lomi daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal, antara
lain:

Pertama, penggabungan lembaga antara instansi vertikal (Depdikbud)

dan Dinas P dan K menyebabkan hambatan-hambatan dalam pendayagunaan
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personil sebagai akibat tidak seimbangnya beban kerja dengan jumlah personil
yang ada. Banyak pegawai yang memegang jabatan baru ataupun pindahan
dari lembaga yang dimerger mengalami kebingungan dalam melaksanakan
pekerjaannya. Hal ini disebabkan oleh kurang terpenuhinya persyaratan
jabatan dan prosedur penempatan jabatan yang tidak utuh dan kurang
professionéi, unsur kedekatan dengan pimpinan atau kolusi dan nepotisme
masih mendominasi dalam proses penempatan pegawai, sehingga banyak
pekerjaan yang tidak ditangani oleh ahlinya. Beberapa kendala yang dihadapi
dalam penempatan ini antara lain tidak ada jaminan terhadap pegawai yang
berprestasi dan berkemampuan akan ditempatkan sesuai dengan kemampuan
dan prestasinya, struktur organisasi dan tata kerja yang belum stabil, kualitas
sufnber dayé manusia yang masih lemah, dan adanya intervensi yang cukup
kuat dari luar organisasi Dinas Pendidikan yang membuat pucuk pimpinan
kesulitan bahkan mungkin bertolak belakang dengan keputusan yang
seharusnya dibuat, serta kurangnya sosialisasi secara khusus dari para pejabat
kepada stafnya.

Kedua, pemanfaatan tenaga administratif dalam pelaksanaan otonomi
daerah sudah berjalan dengan baik, walaupun belum optimal. Hal ini
disebabkan belum semua sub dinas dan bagian yang membuat perencanaan
dalam pemberian tugas kepada pegawai, tidak seimbangnya beban kerja
dengan jumlah personil yang ada; pembinaan pegawai belum dilakukan secara
intensif dan sistematis, serta sarana dan prasarana pekerjaan belum ditunjang

oleh fasilitas yang memadai misalnya tidak seimbangnya ruang kerja dengan
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jumlah pegawai, jumlah dan kondisi komputer , sehingga pekerjaan yang
dihasilkan kurang optimal dan membutuhkan waktu yang lama untuk
menyelesaikannya.

Ketiga, pengembangan kemampuan tenaga administratif dalam
pelaksanaan otonomi daerah belum dilaksanakan secara optimal, hal ini
disebabkan be;lum terlaksananya program kerja pengembangan karier
pegawai, belum adanya penghargaan yang memadai bagi pegawai yang
berprestasi, tidak adanya sangsi yang tegas bagi pegawai yang tidak atau
kurang disiplin, belum adanya anggaran bagi pegawai untuk meningkatkan
kemampuannya seperti : melanjutkan studi, dan mengikuti péndidikan dan
latihan yang sesuai dengan pekerjaannya. Sedangkan upaya yang dilakukan
untuk mengatasinya adalah dengan jalan memberi kesempatan kepada
pegawai untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yahg lebih tinggi
ataupun mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan pékexjaan yang
digelutinya, dianjurkan untuk sering bertukar pikiran dengan teman kerja, dan
sering bertanya kepada pegawai yang telah berpengalaman dan mengusulkan
kepada atasan untuk membiayai pelatihan dan memberikan beasiswa kepada
pegawai yang berprestasi.

Model pendayagunaan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai
administratif di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung,
perlu diungkap dari analisis potensi kepegawaian yang ada. I.{esalahanf
kesalahan dalam seleksi, penempatan, pemanfaatan melalui mutasi dan

promosi mapun dalam pengembangan pegawai, yang ditandai dengan belum
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jelasnya tujuan dan sasaran, kriteria yang dijadikan acuan, prosedur
operasional dan dukungan system informasi kepegawaian, perlu adanya pola
dan mekanisme system manajemen yang memadai. Pola dan mekanisme
system tersebut seyogyanya telah tertuang dalam Career Syatem atau Career
Planning yang terorganisir dan terkendali. Penetapan tujuan dan sasaran yang
jelas, norma yang dijédikan acuan, prosedur operasional, dan dukungan
system informasi kepegawaian yang menyediakan informasi akurat harus
dapat memunculkan dimensi-dimensi yang diperlukan oleh suatu “job target”.
Sehingga, potensi-potensi yang dimiliki pegawai baik secara kuantitatif
maupun kualitatif dapat didéyagunakan untuk meningkatkan kinerja dalam

melaksanakan tugas-tugas kelembagaan.

B. Implikasi dan Rekomendasi

Untuk merealisasikan system kerja yang kondusif, maka penempatan
pegawai seyogyanyé didasarkan pada analisis jabatan dan berorientasi pada
tercapainya tujuan yang diharapkan. Salah satu alasan perlunya dilakukan analisis
jabatan adalah terbentuknya organisasi baru atau munculnya sistem baru dalam
organisasi. Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sebagai “organisasi
baru” pasca merger, hendaknya mengidentifikasi kembali secara cermat jabatan-
jabatan yang diperlukan untuk menjalankan roda organisasi sesuai dengan visi dan
misi lembaga. Sebagai hasil dari kegiatan analisis jabatan akan diperoleh dua
jenis informasi, yakni (1) deskripsi jabatan dan (2) spesifikasi jabatan. Dalam
penempatan pegawai hendaknya mempertimbangkan latar belakang biografis

pegawai yang akan melaksanakan tugas , seperti kualifikasi pendidikan, pelatihan-
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pelatihan yang telah ditempuh, pengalaman kerja, minat, dan sikap terhadap
pekerjaan. Pertimbangan ini hendaknya dijadikan sebagai kebijakan lembaga yang
dituangkan dalam peraturan secara tertulis (Perda) sehingga merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari prosedur penempatan pegawai dalam suatu pekerjaan.

Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan
produktivitas kerja karyawan pada semua tingkat organisasi. Tujuan lain adalah
mencegah keusangan keterampilan pada semua tingkat organisasi. Setiap
organisasi atau lembaga berkewajiban membantu para pekerjanya untuk
meningkatkan keterampilan berdasarkan minat dan bakat mereka, selain untuk
memenuhi kebutuhan organisasi. Di samping itu, pengembangan sumber daya
manusia ditujukan untuk mempersiapkan pekerja agar dapat menjalankan tugas
atau pekerjaan yang lebih tinggi jenjangnya. Untuk itu Dinas pendidikan dalam
pelaksanaan pengembangan pegawai di era otonomi daerah harus didasarkan pada
system perencanaan karier dan .system informasi kepegawaian yang didasari
prinsip peningkatan karier secara objektif, profesionalitas, prestasi kerja, dan
mekanisme system pengembangan karier yang memberikan keleluasaan kepada
para pegawai untuk mengembangkan diri secara professional dalam mencapai
kepuasan kerjanya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat dikemukakan rekomendasi-
rekomendasi sebagai berikut:
1. Praktek-praktek manajemen sumber daya manusia yang efektif mengharuskan

dilakukannya analisis 5abatan yang kompeten, jelas dan lengkap. Keberhasilan

dari keseluruhan program peningkatan kinerja pegawai sebenarnya banyak
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bersangkutan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak terjadi\ipmseé,—;,,.— 2

penempatan pegawai pada pekerjaan atau jabatan tertentu tidak dilakukan
secara terprogram. Oleh karena itu, pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten
Bandung hendaknya tidak menganggap program penempatan pegawai bukan
bersifat final, tetapi harus tetép terbuka kesempatan untuk pemindahannya.
Kesalahan dalam proses penempatan pegawai akan dapat dirasakan akibatnya
tidak saja mengganggu operasi kegiatan Dinas untuk saat ini tetapi juga pada
masa yang akan datang. Proses penempatan pegawai yang dilakukan secara
cermat, sistematis, fleksibel, dan profesional akan sangat mambantu dalam
peningkatan mutu kinerja pegawai tersebut.

Upaya organisasi untuk memberdayakan sumber daya manusia memerlukan
pengakuan dan dukungan dari semua pihak baik secara internal maupun
eksternal, sehingga mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Untuk itu pihak
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung hendaknya memberikan keleluasaan
yang lebih besar kepada Dinas Pendidikan untuk menjalankan otoritasnya
sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hanya dengan strategi ini
kemandirian, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme sebagai
karakteristik utama otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh oleh pihak Dinas Pendidikan dalam memberdayakan sumber daya
manusianya. Intervensi dari luar dinas pendidikan tidak perlu terjadi lagi,

tetapi instansi diatasnya hanya perlu mengawasi dan membinanya.




3. Pelatihan dan pengembangan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan
dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian atau menghilangkan adanya jurang
pemisah (gap) antara kemampuan kerja sebenarmnya dengan kemampuan kerja
yang dibutuhkan. Namun demikian berbagai upaya tersebut akhirnya akan
berpulang kepada pegawai itu sendiri .yang secara individual atau kelompok
mempunyai komitmen tinggi untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya.
Dalam konteks ini, motivasi yang kuat dari para pegawai Dinas untuk selalu

memperbaharui wawasan dan kemampuannya merupakan alternatif yang tidak
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bisa ditawar agar memperoleh persyaratan-persyaratan memadai sesuai

tuntutan pekexjaan yang berubah demikian cepat.
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